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Abstrak : Salah satu tindakan pada sebuah pelayanan publik bukan lagi menjadi hal yang baru 

dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya ketika pada saat mengurus administrasi. Pelayanan 

publik juga diatur dalam permenpan RB pada tahun 2012 No 38 yang mana berkaitan dengan 

paduan terkait dengan sebuah penilaian sistem kinerja pada bagian pelayanan yang secara publik 

disebabkan karena sejalan dengan apad yang dituangkan dalam UU tahun 2009 No 25 yang 

berkaitan dengan sebuah tindakan atas pelayanan publik, lebih khususnya dalam melakukan 

sebuah tindakan evaluasi yang berkaitan dengan sistem kinerja dengan tujuan untuk menggapai 

pelayanan yang jauh lebih baik, sehingga perlu diadakan penyusunan pekerjaan yang berlandaskan 

pada sebuah pelayanan, diantaranya (a) untuk dapat mengetahui serta memahami sebuah 

pelayanan yang berada di Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, (b) untuk dapat mengetahui faktor 

apa saja yang menjadi pendukung serta pengganjal pelayanan di Kabupaten Malang, Kecamatan 

Dau. Dalam riset ini metode yang akan digunakan ialah deskriptif kualitatif. Adapun teknik yang 

digunakan untuk pengumpulan data dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, antara lain : 

interview, dokumentasi serta observasi yang dilakukan kepada sekretaris kecamatan, kasi 

pelayanan, dan masyarakat, observasi yang dilakukan yaitu selama 1 bulan dengan hasil yang 

didapatkan bahwa dari penelitian ini peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan publik di 

Kabupaten Malang, Kecamatan Dau sudah sangat efektif, sebagaimana telah memberikan sebuah 

tindakan atas pelayan terhadap masyarakat sudah menyesuaikan dengan standar yang ada 

sebagaimana telah dituangkan dalam surat keputusan MENPAN tahun 2003 No 63 misalnya : (a) 

mekanisme terhadap pelayanan yang sudah jelas, (b) Waktu penyelesaian di Kecamatan Dau yang 

berbeda-beda dilihat dari jenis pelayanannya, (c) penerapan biaya pelayanan yang telah disepakati 

pada aturan yang ada, (d) Produk yang ada di Kecamatan Dau yang terdiri dari pengurusan 

adminduk dan PATEN, (e) sarana-prasarana yang sudah memadai, dan (f) tingkat kompetensi 

dalam hal ini pengusaha pemberi pelayanan yang baik karena tempatkan sesuai dengan 

kompetensi, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan serta adanya evaluasi, 

dan hal yang mendorong terhadap sebuah tindakan atas pelayanan yang berada di Kabupaten 

Malang, Kecamatan Dau diantaranya 1. Sarana prasarana yang sudah memadai, 2. Penerapan 

pelayanan online yang dapat diakses melalui aplikasi whatsapp sipaduka, si peduli, serta 3. 

Kompetensi aparatur yang mumpuni, dan faktor pengganjal dalam melaksanakan sebuah 

pelayanan secara publik di Kantor Kecamatan Dau Kabupaten Malang ilaah : 1. Mesin ADM yang 

tidak dapat dioperasikan, 2. Koneksi internet yang terbatas, 3. Terdapat masyarakat yang tidak bisa 

mailto:lusiasetia18@gmail.com


mengoperasikan whatsapp, 4. Masyarakat tidak mengetahui prosedur/persyaratan pelayanan, serta 

5. Adanya masyarakat egois. 

Kata kunci: Pelayanan Publik, Prosedur Pelayanan, Standar Pelayanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Salah satu pelayanan yang secara publik bukan lagi menjadi hal yang baru dalam kehidupan 

bermasyarakat, khususnya ketika pada saat mengurus administrasi. Pelayanan publik juga diatur 

dalam RP tahun 2012 yang mana berkaitan dengan panduan PPKUPP ( pedoman penilaian kinerja 

unit pelayanan publik karena sejalan dengan apa yang ada dalam UU tahun 2009 No 25 yang 

semata-mata berbicara terkait dengan sebuah tindakan atas pelayanan secara publik, lebih 

khususnya pada pelaksanaan atas evaluasi terhadap sebuah kinerja dengan tujuan untuk mendapat 

kualitas pada sebuah pelayanan. Dengan adanya Permenpan RB ini, akan sangat membantu 

menilai bagaimana pelaksanaan dalam sebuah pelayanan terhadap publik, oleh sebab itu dapat 

menghasilkan sebuah pelayanan yang jauh lebih, keterbukaan. Untuk mewujudkan hal tersebut 

tidaklah mudah karena dalam setiap kegiatan dalam memberikan pelayanan pada sebuah hal 

pengganjal serta pendukung, sehingga dalam melaksanakan sebuah tindakan pelayanan yang 

diberikan belum maksimal. 

Menurut Mulyono (2017) menyatakan bahwa : yang akan menjadi salah satu faktor pendukung 

dalam sebuah tindakan pendukung dalam pelaksanakan atas pelayanan pelayanan secara publik, 

dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain : (1) faktor tingkat kesadaran dalam 

melaksanakan sebuah tindakan atas pelayanan secara publik, (2) aturan sebagaimana dalam 

melaksanakan sebuah tindakan pelayanan publik, (3) organisasi dalam melaksanakan sebuah 

tindakan terhadap pelayanan secara publik. (4) sarana serta prasarana sebagaimana dalam 

melaksanakan sebuah tindakan dalam pelayanan secara publik. Ditemukan beberapa mekanisme 

yang menjadi pendorong pada saat melakukan sebuah pelayanan secara publik diantaranya : (1) 

Kemampuan sumber daya pada aparatur, (2) faktor dukungan pemerintah serta faktor situasi. Hal 



ini disebabkan oleh penerapan 6 standar pelayanan publik yang tidak maksimal sehingga dalam 

pelaksanaan pelayanan publik yang ada di Kecamatan Dau belum optimal.  

 Fenomena diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik tidak akan optimal jika 

akar permasalahan yaitu jika standar pelayanan tidak dilakukan perbaikan sehingga perlu 

dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan yang selama ini diterapkan. Berangkat dari 

temuan fenomena atau masalah yang peneliti paparkan diatas, untuk itu peneliti tertarik untuk 

meneliti Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Dau, Kabupaten Malang 

? 

2. Apa Saja Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik Di 

Kantor Kecamatan Dau, Kabupaten Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk secara langsung dapat mengetahui tingkat pelaksanaan pelayanan publik Di Kantor 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang 

2. Untuk secara langsung dapat mengetahui faktor penghambat serta pendorong pada sisi 

pelayan yang secara publik di Dikantor Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa poin sebagai manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat Akademis 

Sebagai referensi ilmu, wawasan, dan pedoman bagi program studi administrasi publik, 

khususnya tentang pelaksanaan pelayanan publik. 

b. Manfaat Praktis 



1. Bagi instansi 

Agar pemerintah Kecamatan Dau dapat memperbaiki pelayanan yang sesuai dengan 

SOP. 

2. Bagi masyarakat 

Dilakukannya penelitian ini, penulis berharap masyarakat dapat berpartisipasi dalam 

upaya perbaikan pelayanan dengan mengikuti SOP yang ada 
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